
3. Undang-Undang .... fI.

~~~

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalarn huruf a, hurnf b dan buruf c, perlu menetapkan
Peraturan Walikota Palembang tentang Harga Satuan
Tertinggi Bangunan Gedung Negara;

I. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tcntang
Pembentukan Daerah Tingkat [] dan Kotapraja di Sumatera
Selatan (I..embaran Negara Republtk Indonesia Tahun 1959
Nomor 73, Tanbahan I..embanganNegara Republik Indonesia
Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan
Gedung (I..embaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2002
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4247);

Mengingat

c. bahwa Peraruran Walikota Palembang Nomor 35 Tahun 2013
tentang Penetapan Harga Satuan Tertinggi Bangunan
Oedung Negara sudah tidak eeeuai lagi dengan
perkembangan keadaan sehingga perlu diganti;

b. bahwa dalam.rangka mcmberikan pedoman bagi pembiayaan
pembangunan gedung negara sehingga dapat - mewujudkan
bangunan gedung negara yang efektif dan efisicn serta
memenuhi persyaratan teknis, sekaligus dalam rangka
penyesuaian terhadap perkembangan keadaan pada saat ini,
perlu rnengatur harga satuan tertinggi bangunan gedung
negara;

a, bahwa bangunan gedung penting sebagai tempat manusia
melakukan kegiatannya untuk mencapai berbagai sasaran
yang menunjang terwujudnya tujuan pembangunan nasional
dalarn kerangka NegaraKesaruan Republik Indonesia,

Menimbang

WAI..lKOTAPAI..EMBANG,

TENTANG

HARGASATUANTgRTINGGI BANGUNANGEDUNG NEGARA

DENGANRAHMATTUHAN YANGMAHA ESA

PERATURANWAI..IKOTAPAl,gMBANG

NOMOR tllt TAHUN 2015

PROVINSISUMATgRA SgLATAN

WALIKOTA PALEMBANG



I.Kota adalah Kola Palembang.
2. Walikota adalah Walikota Palembang.
3. Kopala Dinas PekeJjaan Umum Cipta Karya dan Perumahan

adalah Kopala Dlnas PekeJjaan Umum Cipta Karya dan
Perumahan Kota Palembang.

4. Bangunan Gedung Negara adalah bangunan gedung untuk
keperluan dinas yang menjadi/akan menjadi kekayaan rnilik
Negare seperti gedung kantor, gedung sckolah, gedung rumah
sakit, gudang, dan TUmRhNegara, dun diadakan dengan sumber
pembiayaan yang berasal dari dana Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negarndan/atau peroJehanlainnya yang sah,

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

Pasal I

SATUANPERATURAN WALIKOTA TENTANG HARGA
TERTINGGI BANOUNANOEDUNG NEGARA

MEMUTUSKAN:

7. Peraturan Oaerah Kora Palembang Nomor 6 Tahun 2008
tentang Urusan Pcmcrintahan KOla Palembang (Lembaran
Daerab Kota PalembangTahun 2008 Nomor 6);

6. Peraturan Mente'; Pekerjaan Umum Nomor II/PRT/M/20 13
tentang Pedoman Analtsis Harga Satuan Pekerjaan Bidang
Pekerjaan Umum (Berlta Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 1374);

5. Peraturan Mente'; Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M/2007
tentang Pedoman Teknls Pembangunan Bangunan Gedung
Negara;

4. Peraturan Pcmcrintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang
Peraturnn Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2002 tentang Bangunan Oedung (Lembaran NegaraRepublik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran
NegaraRepublik Indonesia Nomor 4532);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahnn Oaerah (LembaranNegara Repu blik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana lelah diubah
beberapa kall, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58. Tarnbahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia
Nomor 5679);

Mcnetapkan



Dengan diundangkannya Peraturan WaJikota ini maka Peraturan
Walikota Palembang Nomor 35 Tahun 2013 len tang Penetapan
Harga Satuan Tertinggi Bangunan Cedung Negara Tahun 2013.
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasa! 6

Memerintahkan kepada Kepala Dinas PekeIjaan Umum Cipta Karya
dan Peru mahan untuk melaksanakan Pcratu ran Wnlikora ini
dengan berkoordinnsi bersama instansi teknla terkait.

Pasa) 5

Model perhitungau harga samail Bangunan Gcdung Ncgara
tercanrum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal4

c. barga satuan pembangunan pagar negara (dalam rupiahyrn'
bangunan)

~
-,-"Rue;cm;;;:;ah~'~~~A-+1-,R~U.mah~ B IRumah Type C,O,E I

,--",5.",0",60",.=.00",00",-,00",0"--.1.----,5",.=.0.:..:10"".0",IO",00",:00",0'---J_3.900.000,00

b. bar.ga satuan pembangunan rumah ncgara (dalam rupiahjm2
bangunan]

GedUI1 Tidak Seder!!h!!R!!n",a-+__ ~G~ed~ungSederbana --:J
5.040.000 00 4.460.000,00 ~

Besarnya harga saruan lertinggi Bangunan Oedung Negara dalrun
Kota ditetapkan seba.gai berikut:
a. barga satuan pembangunan geduug negara (dalam rupiahjm2

bangunan)

Pasal 3

Dengan Peraturan wallkota ini, ditetapkan harga satuan tertinggi
8angunan Gedung Ncgara dalam Kota.

Pasal 2



Diunilangkan eliPalernbengpa!tangga1 10 sevrernbef !.DIS
SE • S DAERAH KOTA PALEMBANO

U KHIDAYAT
BE ITA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2015 NOMOR 44

HARNOJOYO

Ditetapkan di Palembeng
pada tangpJ 10~ 2015

W'"\MEMBAAG

Ages: setiap orang mengetahuinya,memerintahkanpengundangan
PcmturanWnlikotaini dcnganpcnempatannyadaIam Berita Daerah
Kota Palembang.

Peraturan Wallkota ini mulai berlaku pads bmggal eliundangl<an.

Pasal7


